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- LURAH MURTIGADING

EWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

TURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN MURTIGADING

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MURTIGADING,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
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iran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
ang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
lik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
er : Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
‘21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 868);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan
Keistimewaan (Berita Daerah  Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan
Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019, Nomor 25);

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,
Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan
Kalurahan ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021 Nomor 129);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
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Pasal 4

menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Pendapatan dan
ja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

serintah  Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan  untuk
enanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
garan jenis belanja tidak terduga.

Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
va, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
n tentang Perubahan APBKal.
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

an merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
rahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
dihampkan terjadi secara berulang;
 berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
r pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
per: sosial; dan
lnm lokal Kalurahan.

Pasal 6

han dan /atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada

,‘ 2 berjalan; |
1 yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek

n yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

: M dilaksanakan dalam tahun berjalan.
n dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan

" Pmmmn Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APBKal dan
itahukannya kepada Bamuskal.

ran Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

tiaf p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
. ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan
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Ditetapkan di . Murtigading
Pada tanggak—= Desember 2023
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PEMERINTAH DESA MURTIGADING
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MURTIGADING

NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APBDes Awal
URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
. {Rp)
3 4 5
248 .090,838,00
4.595.455 321,00
7.200.000.00
JUMLAH PENDAPATAN 4.850.746.159,00
= PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.526.594.587,00
aran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.825.103.096,00
e Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 50.700.000,00 | ADD
Belanja Pegawai 50.700.000,00
yediaar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 856.323.720,00 | ADD
ja Pegawai 856.323.720,00
iaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.452.624,00 | ADD
19.452.624,00
 Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 236.156.052,00 | ADD, OLL. PAD. f
236.156.052,00
82.800.000,00 | ADD
| BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 10.007.000,00 | DLL PAD
10.007.000,00
nal Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 40.903.500,00 | DDS
S 40,903.500,00
n Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba §7.833.000,00 | PBH
67.833.000,00
Puma Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan B 36.900.000,00 | PAD
36.900.000,00
34.440.000,00 | ADD
34.440.000,00
dan Tunjangan Staf Kalurahan 201.607.200,00 | ADD, PBH
12:44:50 PM -
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ANGGARAN
(Rp)

SUMBERDANA

4

kinan Desa secara Partisipatif

Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan

Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non

aan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

n Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP

des selain Perencanaan/Keuan

garaan Pemerintahan & Pembangunan D

201.607.200,00
187 980.000,00
187 .980.000,00

57.000.681,00
16.000 681,00

4.700.000,00
11.300.681,00
41 000 000,00
41.000.000,00

103.184.500,00

89.624.500,00
89624 500,00
4.300.000,00
2.000.000,00
2.300.000,00
9.260.000,00
9.260.000,00

226.570.000,00
8.050.000,00

8.050.000,00
49.853.000,00

49.853.000,00
14.225.000,00

2.340.000,00
11.885.000,00
24.345.000,00

7.020.000,00
17.325.000,00
12.355.000,00

9.360.000,00

2.995.000,00
3.495.000,00

3.495.000,00
81.262.500,00
33.572.500,00
47.690.000,00
18.590.500,00

ADD, PBH

DLL,PAD

DOS, PBK

DLL, PAD

Dos

PAD

DDS, PBH

PAD

PAD

PAD

DDsS

PAD, PBH
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uaran 'P’er’hbiéy‘aan

URAIAN ANGGARAN SUMBERDAN.
(Rp) i
o STy 3 4 5
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 15.000.000,00 | DDS U
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Peningkatan Kapasitas BPD 4,855.000,00 | DDS
~ Belanja Barang dan Jasa 4.855.000,00
| sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 86.850.687,00
: = | f‘nw:ngln Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop £1.985.687,00 | DDS
Belanja Barang dan Jasa 61.985 687,00
o Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat d 24 865.000,00 | DOS
~ an Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
' Belanja Barang dan Jasa 24.865.000,00
B _ 73.614.000,00
~ Sub Bidang Keadaan Darurat 6.000.000,00
~ Penanganan Keadaan Darurat 6.000.000,00 | DS
Belanja Tidak Terduga 6.000.000,00
- Sub Bidang Keadaan Mendesak 67.614.000,00
- Penanganan Keadaan Mendesak 67.614.000,00 | OOS
Belanja Tidak Terduga 67.614.000,00
- JUMLAH BELANJA 5.353.520.674,00
SURPLUS [ (DEFISIT) (502.774.515,00)
rimaan Pembiayaan 602.774.515,00
100.000.000,00

~ PEMBIAYAAN NETTC

502.774.515,00

IH PEMBIAYAAN ANGGARAN

0,00
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